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Abstrak

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang.
Harta bersama muncul dari sebuah perkawinan yang didalamnya terjalin hak dan kewajiban antara
suami isteri secara timbal balik. Keberadaan harta bersama dalam rumah tangga merupakan wujud
adanya partisipas aktif antara suami dan isteri dalam membangun ekonomi rumah tangga. Kondis
ekonomi yang mapan dalam sebuah rumah tangga adalah salah satu faktor pendukung bagi
terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi walaupun perkawinan itu ditujukan
untuk selama - lamanya, ada kalanya terjadi hal - hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak
dapat diteruskan hingga akhirnya bercerai. Pasca perceraian, harta bersama yang juga disebut
dengan harta gono gini yang seddlama ini terkumpul sering menjadi masalah tersendiri. Hal ini
dikarenakan masing-masing yang bersangkutan menganggap harta yang ada sebagian besar adalah
miliknya. Permasalahan ini sebenarnya dapat diselesaikan jika merujuk pada Al-Quran dan Hadist
mengenai pembagian harta gono gini yang telah disusun buku Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan kajian pembagian harta gono gini

berdasarkan hukumidam.

KataKunci : Harta Gono Gini, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, harta
mempunyai arti penting bagi seseorang karena
dapat memenuhi kebutuhaan hidup dalam
rumah tangga. Harta bersama merupakan salah
satu macam dari sekian banyak harta yang
dimiliki seseorang. Harta bersama muncul dari
sebuah perkawinan yang didalamnya terjalin
hak dan kewgiban antara suami isteri secara
timbal balik. Keberadaan harta bersama dalam
rumah tangga merupakan wujud adanya
partisipasi aktif antara suami dan isteri dalam
membangun ekonomi rumah tangga. Kondis
ekonomi yang mapan dalam sebuah rumah
tangga adalah salah satu faktor pendukung bagi
terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan
kekal. Ha ini juga sesuai dengan petunjuk
Allah Swt dalam FirmanNya surah Ar-Ruum
ayat 21:
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Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-
Nyaialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri
dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir.

Sgak mulai terjadinya perkawinan
maka terjadilah suatu percampuran antara
kekayaan suami dan kekayaan isteri. Hal ini
sesua dengan pendapat M.Yahya Harahap
(2007) bahwa percampuran itu berlaku secara
bulat tanpa mempersoalkan bawaan masing-
masing, semua bawaan baik yang berasal dari
bawaan suami maupun isteri.

Akan tetapi walaupun perkawinan itu
ditujukan untuk selama - lamanya, ada kalanya
terjadi hal - ha tertentu yang menyebabkan
perkawinan tidak dapat diteruskan hingga
akhirnya bercerai. Pasca perceraian, harta
bersama yang juga disebut dengan harta gono
gini yang selama ini terkumpul sering menjadi
masalah tersendiri. Hal ini dikarenakan masing-
masing yang bersangkutan menganggap harta
yang ada sebagian besar adalah miliknya
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Permasalahan ini sebenarnya dapat diselesaikan
jika merujuk pada Al-Quran dan Hadist
mengenai pembagian harta gono gini yang telah
disusun buku Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Berdasarkan permasalahan di atas, pendliti
tertarik melakukan kajian pembagian harta
gono gini berdasarkan hukum islam.

Pengertian Harta Ber sama/Gono Gini

Konsep dan istilah gonogini sebenarnya
diambil dari tradisi jawa. Pengertian awa dari
gono-gini adalah berarti anak yang hanya dua
bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu
Ayah dan satu Ibu). Pengertian tersebut
kemudian dikembangkan sebagai konsep
tentang persatuan antara laki-laki  dan
perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh
karena itu harta yang berasal dari hubungan
dengan perkawinan tersebut kemudian disebut
dengan harta gono-gini (Happy , 2008).

Harta bersama suami istri ialah harta
yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau
bersama suami-istri selama dalam ikatan
perkawinan, tanpa mempersoakan terdaftar
atas nama siapapun maka dengan demikian
harta yang telah dipunya pada saat (dibawa
masuk ke dalam) perkawinan terletak diluar
harta bersama (Besse, 2014).

Kompilas Hukum Islam (KHI)

Menurut Abdurrahman ditinjau dari
sudut bahasa, kompilasi adalah “kegiatan
pengumpulan dari bahan tertulis yang diambil
dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu
persoalan tertentu”. Maka dapat dikemukakan
bahwa Kompilas Hukum Islam merupakan
rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh
para ulama figih yang biasa digunakan sebagai
referens pada Pengadilan Agama untuk di olah
dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu
himpunan. Selanjutnya dapat digunakan oleh
para Hakim Pengadilan Agama dalam
memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu
perkara yang digukan kepadanya sebagai
pedoman.

Kompilass Hukum Islam adalah
seperangkat  ketentuan hukum Islam yang
senantiasa  menjadi  rujukan dasar  bagi
terciptanya masyarakat berkeadilan, yang

menjunjung nilai-nilai kemanusiaan,
menghargai  hak-hak  kaum  perempuan,
meratanya nuansa kerahmatan dan

kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan

bagi seluruh umat manusia. Semua ketentuan
tersebut hendak digali dan dirumuskan dari
sumber-sumber Islam yang otoritatif, a-Qur’an
dan da-Sunnah, melalui pengkajian terhadap
kebutuhan, pengalaman, dan ketentuan-
ketentuan yang hidup dalam masyarakat
Indonesia, khazanah intelektual klasik Islam,
dan pengalaman peradaban masyarakat Muslim
dan Barat di belahan dunia yang lain (Marzuki,
2001).

METODOLOGI

Rancangan penditian yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendlitian Kepustakaan (Library Research)

Merupakan metode pengumpulan data
yang dilakukan melalui pendekatan keputusan
dengan mempelgjari buku, majalah yang ada
hubungannya dengan masalah yang dibahas
dadam menyelesaikan penelitian. Berikut
adalah jenis sumber dalam studi kepustakaan
a. DataPrimer (data pokok)

Kitab Kompilass Hukum Idam, yang

dilengkapi dengan literatur yang membahas

hal tersebut. Data Sekunder

b. Al-Quranul Karim dan Terjemahannya
serta buku-buku yang berkaitan dengan
pembahasan harta bersama, seperti hukum

Islam di Indonesia karangan Ahmad Rofik,

dan lain-lain.

c. DataTerser (data pendukung)
Ensiklopedi Hukum Islam, Kamus Besar
Bahasa Indonesialain- lain.

2. Wawancara (Interview)

Dalan metode ini, peneliti melakukan
tanya jawab secara langsung kepada pakar
untuk  memperoleh keterangan-keterangan
yang lebih komplit, yang diperlukan dalam
penyusunan penelitian.

3. Pengamatan (Observation)

Peneliti  melakukan pengamatan  yang

dilakukan baik secara langsung maupun tidak

langsung  terhadap  objek-objek  yang
berhubungan dengan penelitian.
4.Andlisis Data

Yaitu membahas topik-topik  yang
dikemukakan berdasarkan bab-bab sebagai sub-
sub dari judul dengan mendeskripsikannya
berdasarkan materi-materi hukum positif yang
penguraiannya melalui metode komparatif.
Metode Komparatif adalah  melakukan
pembahasan yang berdasarkan perbandingan
konsep-konsep  hukum  dari  pemikiran-
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pemikiran para ahli (pakar) dalam masalah

yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kompilass Hukum Islam disusun dengan

maksud untuk melengkapi Undang — undang
perkawinan dan diusahakan secara praktis
mendudukannya sebagai hukum perundang -
undangan meskipun kedudukannya tidak sama
dengan itu . Sehingga pembahasan tentang harta
bersama lebih luas dibahas daam Kompilasi
Hukum Islam dalam Bab XIII yang terdiri dari
13 pasal. Dalam Kompilas Hukum Islam pada
Ketentuan umum Buku | pada Bab | pasa 1
huruf f disebutkan bahwa” Harta kekayaan
dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta
yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau
bersama suami isteri sdlama dalam ikatan
perkawinan berlangsung dan selanjutnya
disebut harta bersama tanpa mempersoalkan
terdaftar atas nama siapapun.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pembagian

harta bersama diatur dengan jelas dalam pasa

96:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh
harta bersama menjadi hak pasangan yang
hidup lebih lama.

2. Pembagian harta bersama bagi seorang
suami atau isteri yang isteri atau suaminya
hilang harus ditangguhkan sampai adanya
kepastian matinya yang hakiki atau matinya
secara hukum atas dasar putusan Peradilan
Agama.

Selanjutnya pada Pasal 97 mangatur tentang

pembagian harta bersama jika terjadi cera

hidup, “ Janda atau duda cerai hidup masing-
masing berhak seperdua dari harta bersama
sepanjang tidak ditentukan lain  dalam
perjanjian perkawinan. Peraturan-peraturan ini
menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian
mati maupun cerai hidup maka harta bersama
suami isteri harus dibagi dua, suami mendapat
setengah dan isteri mendapatkan setengah
bagian harta lainnya Pada hakikathya

Kompilass Hukum Islam tersebut mengakui

adanya harta bawaan masing — masing suami —

isteri.

Kompilass Hukum Islam juga mengatur
tentang pertanggung jawaban terhadap hutang —
hutang suami dan isteri yang diatur dalam pasal
93 ayat (1), (2), (3), dan (4). Untuk menutupi
kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama
tidak mencukupi maka diambil dari harta

pribadi masing — masing suami atau isteri.
ltupun  apabila  perkawinannya  bersifat
monogami yang relatif kecil peluang terjadinya
perselisihan diantara mereka, dibanding dalam
perkawinan poligami.

Dalam kaitannya dengan perkawinan
poligami, Kompilas Hukum Islam
mengaturnya pada pasal 94 ayat (1) dan (2).
Yang penjelasannya dimaksudkan agar antara
isteri pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak
terjadi perselisihan, termasuk mengantisipas
kemungkinan gugat warisan diantara masing —
masing keluarga dari isteri — isteri tersebuit.
Dikarenakan ketidak jelasan pemilikan harta
bersama antaraisteri pertama dan kedua.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari

proses penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya
harta bawaan masing — masing suami dan
isteri.

2. Kompilas Hukum Islam disusun dengan
maksud untuk melengkapi Undang -
undang perkawinan dan diusahakan secara
praktis mendudukannya sebagai hukum
perundang -  undangan  meskipun
kedudukannya tidak sama dengan itu

3. Kompilas Hukum  Islam  terdapat
pengaturan  secara  normatif  dalam
penggunaan dan tanggung jawab terhadap
harta bersama.

4. Selan pembagian harta gono gini,
Kompilasi Hukum Islam juga mengatur
tentang pertanggung jawaban terhadap
hutang — hutang suami dan isteri
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